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ABSTRAK

Pelaksanaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMITT)
schagai jaminan kredit di dunia perbankan saat im berdasarkan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang [lak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda
vang  berkaitan  dengan  tanab. SKMIHT hanya bersifal sementara sampai
dikcluarkannya sertifikat Hak Tangeungan, Scbelum berlakunya UUHT, pihak
bank menggunakan Surat Kuasa Memasang | lipotik (SKMH) dalam menjaminkan
hutangnya  kepada  debitur. Adanva SKMH ataupun  SKMHT  dikarenakan
besarnya biaya dan lamanya waktu pendaftaran HakTanggungan schingga pihak
bank tidak mau membebani debitur. Dalam skripsi ini penulis merumuskan
masalah lentang svarat svah dan kegunaan serta bagaimana silat dan hapusnya
SKMHT, faktor-fakior yang mendorong diperlukannya SKMHT pada perjanjian
kredit di Bank Nagari Cabang Utama Padang, bagaimana pelaksanaan SKMH'T d
Bank Nagari Cabang Padang dan kendala yang timbul dalam prakiek pelaksanaan
SEMITT serta cara penyelesaiannva, Berdasarkan permasalahan di atas, Penulis
melakukan  penelitian dengan mengeunakan  metode pendekatan  yuridis
sosiologts, Data yang diperlukan berupa data primer - dan data sckunder, alat
penggumpul data berupa wawancara dan studi dokumen. Dalam pengolahan data
digunakan editing dan coding, dan dalam menganalisa data digunakan analisa
kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian vang Penulis lakukan di peroleh
kesimpulan, yvaitu syarat sahnyva SKMHT harus di buat dengan Akta Olentik
(Notaris/PPAT). suatu hal yang tidak diwajibkan dalam pemberian kuasa pada
umumnya.  Kreditur  scbagar pihak  bank mempunyal kepentingan  dengan
diadakannya  SKMHT  sebapai  upaya pengamanan kredit vang  diberikan
Berakhirnya SKMITT dengan mencantumban svara vang tdak dapat dicabut
Rembalt kuasa vang telab diberikan dalam  SKMHT menunjukan  adanya
penvimpangan terhadap ketentuan pemberian kuasa pada umumnya. Perjanjiun
SKEMHT il merupakan perjanjian yang bersifat aceessonr (tambahan) vang
Keberadaannya tergantung dari ada atau tidaknya perjanjian lamnva, vaitu
perjanjian kredit scbagai perjanjian pokok, Faktor pendorong  diperlukannya
SKRMHT di Bank Nagari Cabang Utama Padang vaitu biaya vang sangal mahal
dan waktu pendaftaran Hak Tanggungan di kantor Pertanahan memerlukan wakiu
vang lama, schingga dalam prekick jarang sckali pihak-pihak menempuh langsung
pembebanan Hak Tanggungan, dengan alasan di atas Bank Nagari Cabang Utama
Padang membuat suatu kebijaksanaan mengenai perlu atau tidaknva suatu kredit
dibcbani Hak Tanggungan atau cukup dengan SKMIT suja, Pelaksanaan
SKMHT di Bank Nagari Cabang Utama Padang dilandasi kepercayaan hank
terhadap kredibilitas debitur vang pengpunaannya diprioritaskan bagi pengusaha



BARI

FPENDAINULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam rangka mewwudkan masyarakat Indonesia vang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kestnambungan dan
peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yvang berasaskan kekeluarpaan,
perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan terschut maka
pelaksanaan pembangunan ckonomi barus lebih memperhatikan kescrasian dan
keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan. pertumbuhan ckonomi dan
stabilitas nasional,

Salah satu sarana tersebut diatas adalah perbankan yang mempunyai peran
vang strategis salah satunya adalah pemberian kredit yaitu dengan menvalurkan
dana yang terhimpun dart masyarakal dan menyalurkan kembali  kepada
masyarakat yang membutuhkan dana. Perjanjian kredit merupakan perjanjian
antara bank dengan debitur,

Pihak bank dalam menyalurkan dananya terscbut harus melaksanakan
asas-asus perkreditan yang sehat dan asas kehati-hatian serta perlu penilaian yang
seksama dari berbagar fuktor dalam sctiap pertimbangan permohonan kredit, agar
scjak awal telah ada upava pencesahan dan pengurangan resiko terjadinva

wanprestast atau lalai dari nasabah debitur.’

Djuhacndah Hasan, 1996, Lenthaga Jaminan Kebendaan bagi Tanal dan Benda Lain Yeng
Melekat Pada Tanah Dalan Konsepsi Asas Pemisahan Horisontal | Citra Aditva Bakti,
Bandung, hal. 133



Sarana dalam mengupayakan suatu pencegahan atau vang merupakan
upaya preventil dalam perjangian kredit yang amat beresiko tinggi tersebut salah
satunya adalah dengan adanya jaminan atau agunan (collateral), baik berbentuk
Jaminan kebendaan maupun jaminan peroranpan yang diberikan oleh pihak
debitur kepada pihak kreditur, yang akan menjadi pengaman bagi kredit.

Salah satu jaminan yang sering dipergunakan dalam prakiek perbankan
saal i adalah Hak Tanggungan, yang didasarkan pada ketentuan Undanp-Undang
Nomor.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda
vang berkaitan dengan tanah. Undang-undang 1lak Tanggungan  ini telah
dinantikan kehadirannya selama 35 tahun sebagar amanah dart Undang-undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal S1vang berbunyi : = Hak tangeungan
yang dapal dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna banguan
tersebut dalam pasal 25,33 dan 39 diatur dengan UU™. Sebelum lahirya Undang-
Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang baru, jaminan vang umum diberikan
adalah Hipotik Atas Tanah yang didasarkan pada buku 11 KUHPerdata,

Sepert halnya Hipotik maka ak Tanggungan juga wajib didaltarkan pada
kantor Pertanahan. Pendaftaran ini membawa suatu konsekwensi pada kedudukan
kreditur yaitu sebagal kreditur Preferen : suatu kedudukan yang mempunyal hak
untuk didahulukan pemenuhan piutangnya manakala debitur wanprestast.

Namun Kketentuan vang bermaksud memberikan perlindungan  kepada
kreditur dalam prakiek selama ini vaitu pada wakitu berlakunya Hipotik ternyata
tidak sclamanya ditkuti dalam praktek. Dalam prakick Jarang sckalt pihak-pihak

menempuh langsung pembebanan Hipotik, yang hampir selalu terjadi adalah
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BAB IV

PENUTUP

Pada bab penutup i, penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dan
seluruh pembahasan sebelumnyva, Serta mengajukan saran-saran yang diharapkan
dapat memberikan masukan bagr prakick perbankan khususnya dan bagi suatu
upaya penmgkatan kualitas peraturan-peraturan vang dikeluarkan oleh pemerintal

dikemudian hari sehingpa tidak menjadi suatu ketidakjelasan,

A. KESIMPULAN

| Sebagaimana  halnya  Surat  Kuasa Memasang  Hipotik, Sural  Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan adalah suatu bentuk penanjian pemberiin

kuasa, namun tdak mendasarkan dari pada Ketentuan entang pemberian
kuasa schagaimana diatur dalam buku ketiga. KUHPerdata. Hal i akan
tampak apabila ditinjau baik dari sudut syaral syahnya, kepentingan para
pihak, cara berakhirnya maupun sifat perjanjiannya.

Dari sudut syaral syahnya, bagi SKMHT masih diperlukan svarat tambahan
vaitu harus dibuat dengan akia otentik (Notaris/PPAT). suatu hal vang tidak
diwajibkan dalam pemberian kuasa pada umumnya.

Dart sudul  kepentingan  para prhak,  walaupun  kreditur mempunyai

kepentingan  dengan diadakannya  SKMHT namun secara umum dapal

By
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